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Konflik merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Seperti perselisihan yang terjadi antar warga 
Gampong Jilatang dan Gampong Ujung Kampung di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan. Yang mana perselisihan tersebut
dilatarbelakangi adanya tindakan pemindahan titik tapal batas saat  pembangunan saluran air di belakang Puskesmas Samadua oleh
pihak gampong Ujung Kampung, yang kemudian diprotes oleh warga gampong Jilatang sehinga menimbulkan perselisihan antara
kedua gampong. Oleh pihak gampong Jilatang mengangap pemindahan tapal batas dilakukan secara sepihak tanpa dilakukan
musyawarah terlebih dahulu. Tetapi dari pihak gampong Ujung kampung menjelaskan pembangunan saluran air di belakang
puskesmas Samadua mengacu  pada surat yang dikeluarkan oleh muspika kecamatan pada tahun 2012,  yang isi suratnya adalah
batas antara Ujung kampung dan gampong Jilatang adalah antara pagar SD dan Puskesmas Samadua. Warga gampong Jilatang
mengklaim bahwa surat tersebut cacat hukum karena tidak diketahui oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat gampong
Jilatang. Merujuk kepada hal tersebut pihak kemukiman suak sebagai lembaga adat langsung menengahi permasalahan tersebut
untuk melakukan musyawarah dan menyelesaikan sengketa tapal batas kedua gampong. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik lahan pada tapal batas antara gampong Jilatang dan gampong
Ujung Kampung di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian melihat cara penyelesaian konflik yang dilakukan
oleh lembaga adat terhadap penyelesaian konflik lahan tapal batas antara gampong Jilatang dan gampong Ujung Kampung di
Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi
kriteria subjek penelitian, serta memberikan informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa, perselisihan antar kedua gampong tidak bisa diselesaikan hanya sampai dikemukiman atau di muspika, persoalan ini cukup
kompleks mengingat kedua belah pihak masih bersikeras dengan pendapat masing-masing. Dibutuhkan turun tangan pemerintah
kabupaten Aceh Selatan untuk segera menangani perkara konflik tapal batas ini. 
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